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ABSTRAK
Kekerasan dalam rumahtangga biasanya terjadi pada perempuan dan dapat dialami oleh siapa saja,dimana saja dan kapan saj,kekerasan mempunyai makna memakai tenaga dan mengakibatkan seseoran terluka.Penyebab kekerasan bisa terjadi karena beberapa factor baik ekternal maupun internal.Penyelesaiannya istri bisa bercerai dan bertahan akan tetapi pada kenyataannya istri lebih memilih bertahan meskipun sudah mengalami kekerasan dalam peerkawinannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan.Walaupun perlindungan hukum untuk korban KDRT ini sudah ada yaitu UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun demikian hal ini belumlah cukup untuk mengantisipasi masalah tersebut. Penelitian ini mengkaji mengapa perempuan sebagai korban dalam rumah tangga berusaha untuk bertahan dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
Kata kunci : KDRT, Perempuan, Perlindungan Hukum

ABSTRAK
[bookmark: _GoBack]Domestic violence usually occurs in women and can be experienced by anyone, anywhere and anytime, violence has the meaning of using energy and causing someone to be injured. The cause of violence can occur due to several factors, both external and internal. in fact wives prefer to survive even though they have experienced violence in their marriage for various reasons and considerations. Although there is already legal protection for victims of domestic violence, namely Law number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, however, this is not enough to anticipate this problem. . This study examines why women as victims in the household try to survive in marriages full of violence and what forms of legal protection are given to women who are victims of domestic violence.
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PENDAHULUAN
Di zaman sekarang kata kekerasan bukan lagi kata yang asing di dengar dalam kehidupan bermasyarakt.Setiap hari kita selalu disuguhi dengan tontonan criminal dengan modus oprandi yang semakin berkembang dan mengerikan.
Dengan adanya informasi berita kekerasan seakan tanpak dan nyata secara tidak langssung berpengaruh terhadap lingkungan di masyarakat.
Tindakan dengan cara menggunakan kekerasan merupan hal sudah biasa terjadi di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Seorang suami menganiaya istrinya bahkan samapi lumpuh ada juga yang sampai mati, hukuman fisik yang diberikan oleh guru pada muridnya, atau orang tua pada anaknya.
Meperlakuan seseorang dengan cara kasar atau melukai orang itu dalam keadaan sadar. Hal tersebut bisa di golongkan dalam salah satu cara-cara tindakan kekerasan.Kekerasan terhadap perempuan buakn menjadi fenomena baru dalam kehidupan sehari-hari.
Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk meiindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk
melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan.
Perempuan merupaakan salahsatu individu yang mengemban misis dalam kehidupan masyarakat yang pertama perempuan merupakan penerus keturunan dalam kehidupan masyarakat yang kedua perempuan merupakan seorang ibu salah satu alasan kenapa perempuan harus dilindungi secara kusus dan perempuan itu harus di hormati hak-haknya. ltulah sebabnya semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termaksud tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana.
Didalam kehidupan dan didalam lingkungan masyarakat kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki,sehingga perempuan sering menjadi korban dalam rumahtangganya baik secara fisik,fsikis,dan sampai timbulnya korban jiwa.Perempuan tidak hanya sebagai objek pemuas seks kaum laki-lakiakan tetapi perempuan juga sering dipandang lemah.
Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT.
Hanya saja pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.
Perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelapor/saksi masalah kekerasan dalam rumah
tangga, perlindungan saksi seharusnya selaras dengan keamanan dan kenyamanan fisik, psikologis, identitas, dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana.
Pelapor/saksi pada umumnya orang-orang yang mengetahui/menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Sementara, ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuatan dan akses politik dan kekuasaan sangat sulit bertindak bahkan warga miskin seringkali menjadi korban tindak kekerasan dari aparat penegak hukum. Kondisi ketidakberdayaan warga miskin di manfaatkan sedemikian rupa oleh pihakpihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya.
Tindak Kekerasan terhadap istri kerap terjadi ditengah keluarga. kekerasan terhadap istri mulai di suarakan oleh kalangan aktifis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan dominan. Peran pelaku dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat besar, karena biasanya yang menjadi pelaku dalam kekerasan tersebut adalah suami sangat jarang yang menjadi pelaku utama istri meskipun ada beberapa kejadian istri aniaya suami.
Dilihat dari kedudukan tertinggi dalam rumah tangga adalah suami sebagai kepala rumah tangga karena suami dianggap lebih kuat dari
perempuan, sedangkan yang menjadi korban biasanya adalah istri atau anak yang dalam hakikatnya istri haruslah patuh pada suami. Peran pelaku dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ialah pelaku biasa beranggapa bahwa dirinya paling tinggi dalam
Melakukan apa saja yang dia inginkan, pelaku dengan sengaja dan sadar dalam melakukan tindakan kekerasan tersebut terhadap korban.Seperti dalam kasus yang peneliti tulis bahwa telah terjadi kekerasan diruang lingkup rumahtangganya dimana yang menjadi pelaku kekerasan yaitu suamidan yang menjadi korban istri.Seperti disebut dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa kekerasan fisik merupaakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit bahkan bisa mengakibatkan luka berat.Bahkan cacat fisik.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban mendapatkan perlindungan atas hakhaknya yang telah dirugikan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Baik menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib menjaminan perlindungan tersebut agar terciptanya suatu masyarakat yang adil, aman dan damai.
Berdasarkan data responden penelitian pada 2017 sampai 2020 terdapat 770 kasus KDRT di Kota Jambi. adapun kasus KDRT untuk tahun 2017 yang masuk sejumlah 99 kasus dan yang telah selesai sejumlah 159, tahun 2018 naik jumlah kasus yang masuk 129 kasus dan yang telah selesai sejumlah 131 kasus, selanjutnya tahun 2019 terjadi penurunan kasus yang masuk sejumlah 93 kasus dan yang telah selesai 74 kasus, tahun 2020 kasus kdrt yang masuk semakin menurun sejumlah 41 kasus dan yang telah selesai 44 kasus.
Factor penyebab KDRT bersifat multy factors oleh karena itu solusi yang diperluan juga terdiri dari banyak factor dan perlu melibatkan banyak pihak misalnya kesiapan dalam membentuk rumah tangga, kedewasaan calon pengantin, kesiapan ekonomi, pengetahuan masing-masing pasangan, lingkungan keluarga, lingkungan social, budaya dan lain-lain.
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami ?
Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami ?
Apa kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami


METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.


PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah tangga
Pasal 1 Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut:
"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin {gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal Deklarasi tersebut di atas yaitu:
a. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender based violence);
b. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
c. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
d. Secara fisik, seksual atau psikologis;
e. Termasuk ancaman tindakan tertentu;
f. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
g. Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan :
" Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada :
tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan perkosaan dan perkawinan (marital rape),pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya".
Jadi violence based on gender itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam :
Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaam terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota  keluarga.
Kekerasan dalam area public Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti baby sister, pembantu rumah tangga, dsb), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentukbentuk lain.
Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara Kekerasan secara fisik, seksual dan/ atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya.Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa.
Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang seringkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Namun, bila melihat batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsabangsa (PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan ditemukan semacam "rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk-bentuk Kekerasaan Terhadap Istri
Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap isteri sangat bervariasi bentuk dan intensitasnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara non fisik. Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tahun 19934 tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan disebutkan bahwa : kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut :Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan ekploitasi.
Kekerasan secara fisik, seksual, psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyelahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dan lembagalembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadi.
Seorang perempuan sangat sering mendapatkan perlakuan kekerasan bahkan mengalami lebih dari satu kali bentuk kekerasan.misalnya seorang istri mendapatkan kekerasan dari suaminya baik dalam bentuk fisik.maupun fsikis tidak sedikit istri yang ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suami tidak memberikan nafkah. Beberapa bentuk kekerasan terhadap isteri :
1. Kekerasan Fisik
Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindak pidana kekerasan fisik merupakan delik aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Masalah lagi muncul karena ternyata dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ditemukan pengertian yuridis dari rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karenanya pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi.
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dibedakan atas lima bentuk yaitu :
· Penganiayaan biasa, yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau  luka kepada orang lain.
· Penganiayaan ringan
· Penganiayaan berencana
· Penganiayaan berat, penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang lain.
· Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu Kekerasan Non Fisik
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Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :
Setiap orang, Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis, Dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban Dan berdasarkan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 5tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk kekerasan seksual adalah:
Pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Dari berbagai bentuk kekerasan seksual, pemerkosaan terhadap isteri menjadi perdebatan panjang. Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa ”barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun”
Pasal 285 KUHP telah menempatkan isteri pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suami. Pasal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa para isteri harus selalu patuh pada kehendak seksual antara suami isteri, hukum tidak bertanggungjawab untuk melindungi si isteri karena isteri dianggap tidak patuh pada suaminya. Ketentuan Pasal ini berarti tidak menghukum. ”perkosaan” yang terjadi didalam perkawinan, yang dihukum adalah pelaku perkosaan terhadap perempuan yang ”bukan isterinya”. Dalam kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan perkawinan.
Dalam RUU KUHP, beberapa perubahan yang cukup mendasar khususnya yang berkaitan dengan rumusan perkosaan. RUU telah menghilangkan kata ”yang bukan isterinya” seperti dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 14 RUU draf 19936, dianggap sama dengan melakukan perkosaan : barang siapa yang melakukan hubungan seksual :
· Bertentangan dengan kehendak perempuan
· Tidak ada persetujuan perempuan
· Karena salah sangka
· Dengan perempuan yang belum berumur 14 Tahun
· Dengan memasukkan alat atau benda-benda yang bukan alat kelamin kedalam vagina atau anus perempuan
· Memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam anus atau mulut perempuan (anal atau oral sex)
Namun dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sudah mendapatkan tempat tersendiri, sehingga pelakunya sudah dapat diancam dengan pidana.
Kekerasan Ekonomi
Kekerasan ekonomi merupakan bentuk penelantaran keluarga/rumah tangga. Sebagai bentuk keempat dari kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan penelantaran rumah tangga adalah :
Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan.
Penelantaran keluarga seperti pada angka 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawahi kendali orang tersebut.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakuk	an oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
Perlindungan hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

Perlindungan hukum Reprensif
Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.
Dalam perlindungan preventif, istri korban kekerasan fisik mendapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Pihak lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindak KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi dan lembaga resmi yang ada.
`Perlindungan oleh institusi dan lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT.
Selain itu UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Bahwa berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut:
perlindungan sementara yang diberikan oleh pihak kepolisian paling lama 7 hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam
Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan
Keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam siding pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hakhak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.
Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang- undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang dibentuk negara. Disamping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (criminal policy). 	Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponenkomponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana.Proses peradilan pidana, merupakan suatu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat.


PENUTUP
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari istri dalam cara pandang suami, istri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami.
Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Istri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya.
Perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan layanan bagi perempuan korban. Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang	dengan	Jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Tantangan serius dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan adalah belum cukup ada jaminan keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana, bagi lembaga/komunitas pengada
layanan.
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